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BUPATI LIMA PULUH XOTA,
bahwa dalam rengka optimalisasi pelayanan kepada

dan dinikmati oleh orang pribadi atsu
badan, serta untuk memenubi maksud dari  Pasal 79
huruf & Undang-Undang Nomor 24 Tahup 2013 Tentang
Admimistrasi Kependudukan , maka perfu dilakokan
perubahan techadap Peraturan Dacrah Kabupaten Limga
Puluh Kota Nomor 1 Tahup 2012 Tentang Retribusi Jasa

bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf o diatas, maka periu membentuk Peraturan

Kabu h Kota Tentang Perubahan
Alas Peranman Lima Poluh Kora

Nomor 1 Tahun 2012,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
P_:mbent‘ul:nn Dunh Ctonom Kebupaten  dajam

Undang-Undang Nemor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Polkok Agraria (Lembaran ‘Negara Republik
T Mdonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran

Un:’ang—Umlang Nomor 2 Tahun 198) lentang Metrologi
Legal {Lembaran Kegara Republik Indonesia Tahun 1981
Numnrll.TanmmLemhnrmmgan Indonesia Nomer
a193); e

Undang-Undang Nomar & Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Neparn
Republik Indonesia Nomor 3209

Undnng—Undmg Nomer Nomor & Tahun lgﬂgrtmmng
Perlindungan  Konsumen (lLembaran  Negara Republik
Indonesia Tahum lmﬂum-f-ﬂ,ﬁmhahml-mbumn
Negara R:puh&i’:lndm_:;inﬂa:mrﬂazl];
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I8 Tahun 2008 Nemor GHPRT;M,«'M; Nomor

159/ FERM /M J{OMNFDIOG-I 2009 Nemor 3fFF2009

ientang  Pedoman Pembangurmn  dan Penggunaan
Menara Telekomunilas;;

34, Peraruran Menteri Perdagangan Normor

SBIM.MGIPERHZHD&& tentang Pedoman Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pugar Perbelanjaan dan

35. Pereturan Menteri Perdagangan Nomior;
SOIH,MG;PERJIWM tentang unit Kega dan Unje

, Pela Teknizs Metrologi Legal;
36. Peraturan Menter Dulam Negen Nomor a0 Tabun 2015
lentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah [Berita

37. Peraturan Dasrah Kabupaten Lima Poluh Kota Momor 1

1. Ketentuan Pgsal 2 huruf ¢ dihapys, schingga Pasul 2 berbuinyi sebogai
berilout :

ot

Pazal 2

Ruang Linghup Retribusi Jasa Umum melipuri «
& Retribusi Pelayunan Kescharan;
- Retribusi Pelayanan thmpahan;rktbermhan:
Dihapus: :

xu-,gﬁunnq
£
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|
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2. Hetentuan BAR v dihapus,
3. Ketentuan pasal 85 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi:
Pasal 88
(1) Tingkat pengguna josa divkur berdusarkan jusa pengawasan dan
Pengendalion serta frelouens; penzawnsan dan pergendalian mengara
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10.

13,

15.

16,

17.

18,

19.

20,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002  rentang
Bang;:nrgan (Lembaran Negara Republik [ndomesig
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indanesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 lentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran  Negara Republik
Imdonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004  teniang
Perbendaharoan  Negars {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahen Lemburan
Negara Republik Indengsia Nomer 4355).

Undang-Undang  Memar 15  Tahun 2004 teatang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tenggung Jawmb Keuangan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2004
Nomor &5, Tambuhan Lembuaran Negarn Republik
Indonesia Nomor 400

Undeng. Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
[Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 2004 nomor
132, Tambshan Lembaran Megara Republik Indonesin
Nomor 132);

Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007 wentang Penataan
Funng (Lembaran Negam Rrpublik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomaor 4725);

- Undang-Undang Nomar 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan  Sampah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomoar &2, Tambahan Lembarnn
Ncn?.m R;puhl.i.‘l: Indomesia Nomaor 4851);
Lln.ng-ndn.nlﬂ a-'m-.unzmgtmm;mu
Lintas dan mnmam
Indonesia Tahun 2009 Nomar 96, Tambahan Lembacan
Negara Repubhik Indonesin Momor S025]);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonevis Tahun 2009 Momor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Mamor 5040}
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
“Tecmbaran Negara Republik Indonesis Tahun 2009 Nomor
130, Tambohan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomer 5059);
UndumrUnclnng Nomor 3& Tahun 2009 tentang
Eesehatan (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembargn Negara Republik
ﬂn:lmsin Nomor 5063); 3

ndang-Un Nomor 23 Tahun 2014 Ten!
Pmn::nntlhadﬂn‘i}nmh [lembaran Negara Hcpuﬁ
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambakan Lembaran
Negara Nomar 5587), sebagiumana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun
2015 tentang Perubshan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 teniang Pemerintahan Daergh

1963 Nomor a5, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indancsia Nomor 325 v Bebugaimana telah diubah d

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 terrang
Perubshan ates Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
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26.

29,

1.

1983 wntang Taril Biaya Ters (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Wegara Republik Indonesia Nomeor 3329);

Peranuran Pemenniah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanann  Undang-Undang Nomor 8§ tahun 198]
tentang Hukum Acars Pidana (Lembaran Nepara Republik
Indopesia Tahun 1983 Nemer 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 entang Wapb
dan Pembebasun untuk ditera danfatay Ditem Ulang
serta Syaral-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang,
dan Perlengkapannys (Lembaran Negars  Republik
Indonesim Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negrrn Republik Indonesia Nomor 3283);

. Peraturen Pemerintah Momor 9 Tahun 10987 Tenang

Penyedipan dan  Penggunaan Tansh Untuk Keperluan
Termmit  Pemekaman  (Lembaran Negars  Republik
Indonesia Tahun 1587 Nomor 15, Tambohan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomar 2350);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang

Tenaga Kesehalan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nemor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2537);

. Peruturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata

Carn Pelaksanaan Peran Sertn Masyaraks:  dalam
Penyelengemman Negara (Lembaran Negars  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomer 128, Tambuahon Lembaran
Negara Republik Indonema Nomer 3866);

Frmituran Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan ileasi (Lembaran Negara
Republii mwmr 107, Tambahan
Lembasnn Negara Republik Indonesin Nomar 3980];
Peraturan Pemerinteh Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Heuangen Daerah  [Lembaran Megara
Republik Indonesia Tebun 2005 Nomor 140, Tambahen
Lembaran Negara Republik Indonesia Namar AGTE);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Jenis dan Tanf atas J-nis Penerimaan Negara Bukan
Pajok Yang Berlalu Pada Badan Koordinasi Survei dsn
—Remetaan Nasional! (Lembaran Negars Republi% Indonesia
Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indoncsia Nomor 4773);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Entang
Monajemen dan  Rekayesa Analisls Dompak  Serim
Manajernen  Kebutuhan Lolu Lintas | Lembaran Negura
Republik Indonesia Tahun “2011 Nomor 61 Tambahon
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomer 5221
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tenkang
Kendaraun | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120 Tambahan Lembaren Negara Republik
Indonesia Nomeor 5317);
Perafturnn  Presiden Nomer 112 Teahum Tahun 2007
tentang Penataan dan Pembinann Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Modern;
Heputiiean Menteri Perhubungan Momor: KM 20 Tahun
2001 tentang Penyeclenggaraan Jaringun Telekomunikasi
schagaimana teluh beberapa kali diubah terakhic dengan
Persturan Menteri Komunikosi dan Informatika Nomor:
30/ PER/ M. KOMINFC / 2008;
Peraturan Bersama Menter Dalam Negeri, Menteri
Pekerjpnn Umum, Menteri Komumnikari dan Informatika
dan Krpala Badan Koordinasi Penanaran Modal Momor
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{2) Penctapan dan penghitungan tanf mtnbusi selanjutnya ditsrapkan
dengan Pernturan Bupati

4. Wetentuen syat {2) Pasal 109 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berilout ;

Papal 109
{1l Pada saat Peraturan ini berlaku, maka semus jenis Retribusi Jasa
Umum yang mamh lerutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupazen
Lima Puluh Kota sebelom Peraturan Dacrah i ditetapkan masih dapat
ditagih sclama jangka waktu 5 (lima)] mhun terhitung sejak saat
terotang.
{2) Dihapus.

5. Ketentuan pada Lampiran 11 angka | dan angka {1 dihapus dan lampiran
Vill discmpurmnakan dengan formulas Perhitungan Retribusi Pengendalian
Menars Telekomunikasi dititung dengan tingkat penggunaan jasa dikali
taril retribust eebagaimana terceantum. dalam Lampiran yang merupaksn
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini

f. Ketentuan Pada lampiran 1 IV, ¥, V1, dan IX diubah scbagemmann
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidalk terpisahilean
dari Persruran Deeruh o,

Pasgl I

L Peraturan Dacroh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

i Agar sctiop orang mengetahuings, memerintahkan pengundangan Peraturan
3 Ierah ini dengan penempatannys dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Lima
& Puluh Kota. e

e

Ditetapkan di Sarilamak
Pudo Tanggel 31 met 2016

BUPATI KOTA.

IRFEND] ARE]
'Diundan,gimn di Sarilamalk
rPada tanggal | Juw! 2016
SEKRETARIS DAERAH e

b KABUPATEN LIMA PULUH KOTA <
3 TELAH DITELIT!
‘/( BAGIAN HUKUM
£ LEMBARAN D KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 NOMOR |

SOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH HOTA FROVINSI
- EUMATERA BARAT : (2/2016)



TANGGAL
TENTANG

LT

| TAHUN 2016
9 ome 2018

n iV - Pmmmbmnmammmmm;
NOMOR

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUN KOTA NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIEURT JASA
UM

BAGIAN HURUM

mmw
B0 | JENIS KENDATAAN BESARAN TARHp, | XET
f 1 ) Bun Besar, Truck Tronton, Trock 4000 Per sekali noridy
Gm:u% -
Truck, B sednng L] Per arknll sari
B B:: hed? Smyon Wopon, Gedan, 2,000 Perl:lu.hpa:h:
Mebil penompang umum, Jesp, Bick
i
T T Sepea e 160 | Ter echuh pmrir
BOUPATI KOTA,
IRFENDI ARE]
B -
= ﬂ{'
ik
TELAH DITELIT] It




ampiran VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HOMOR : | TAHUN 2015

TANGGAL : 31 mel 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
HABUPATEN LIMA PULUH HKOTA NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTARG RETRIBUSI JASA

UMUM
RETRIEUE] FENGUJIAN EENDARAAN BERMOTOR
i’
[ URAIAN { BIAYA FER EENDARAAN |
EEEED fa=— [1]]
Binys Pendaftaran
| Mobil bus, mobil penumpang umum, mobd Rp. 5.0410.- L k ) DW' ar
barang, ierets gandengan, kereta tempelan | an Tﬂ"lf)&- :
Biayn Perygapian/ Upah U -
s Mobil Bus dan Mol Barang, Rp. 25000, « Troe - @ -
b. Mobi Penumpang Umurm, Taxi Kerein Rp. 15000+
Gandengan dan Kereta Tempelan
Denda, keterlambatan ; B8t fag)
#. Pendafteran (Perhar) Rp. 200.- | ?
b. Pengujian kendarnan perbulan Rp. 5.000,- | * ;
Tanda Uji o0 thin @ v
Plut, Kewar dan Timah Rp  10.000,-
Stiker Plat Samping :
& Mobd Pick Up, Mobil Penumpang Bp 15.000,-- |+
Urmym, Taxd
b, Mebd Bus, Truck, Kereta Tempetan, Rp 20.000,-
Kereln Gondengan
Surat Tanda Uji Kendaraan
a Biays Penppontisn STUK Penuh Rp. 15.000.- w
b. Bye Pengantian STUK Rp. 15,000,-

c._Biaya Pengantinn STUK Hare: g ] Rp. 1041000, -

BUPATI KOTA, =

IRFENDI ARBT

TELAH DITELITI "*“\f
BAGIAN HUKUM

n



